
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY AKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEW A YOGYAKARTA 

NOMOR 7'1 / kEP / 1.,0 ,, 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH 

Menimbang 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan peru bahan 

terhadap nomenklatur satuan organisasi Perangkat 

Daerah dalam Keputusan Gubemur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 

Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Daerah; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan 

KESATU 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN: 

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Daerah, pada Lampiran diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 



KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Y ogyakarta 

pada tanggal l y M Rft ET 1. I> I "J 

GUBERNUR 

,,.., .. ,,,.,, ...... ,, ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

�- Pimpinan DPRD DIY) 

3. Sekretaris Daerah DIY;

4. Inspektur DIY;

5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;

6. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY; dan

7. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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